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BAB III 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A.  KESIMPULAN  

1.      Pola penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh PD.BPR BANK JOGJA 

adalah dengan melakukan pendekatan pada debitur yaitu kunjungan perminggu 

serta pemberian surat peringatan untuk mengklarifikasi masalah kunjungan 

tersebut disebut laporan kunjungan perminggu, dalam surat peringatan ada tiga 

tahap dan jangka waktu yang di tetapkan oleh pihak kreditur terhadap debitur 

sesuai dengan perjanjian tersebut, surat peringatan pertama kedua dan ketiga 

tenggang waktunya adalah sepuluh hari terhitung dari tanggal surat dibuat. 

           pihak kreditur yaitu pihak bank dapat juga melakukan mediasi jika proses 

mediasi di inginkan oleh debitur untuk menyelesaikan kasus kredit macet  

maka dilakukan mediasi oleh mediator yang telah dipilih dan di sepakati 

kreditur dan debitur untuk membantu penyelesaian sengketa selaku pihak ke 

tiga untuk mencapai win-win solution, jka tidak ada titik temu bahkan debitur 

tidak melunasi hutangnya kepada pihak kreditur maka pihak kreditur yaitu 

pihak bank melakukan proses eksekusi terhadap jaminan hak kebendaan pihak 

debitur yang telah menjadi jaminan meliputi hak tanggungan dan jaminan 

fidusia. 

           Dalam melakukan eksekusi pihak kreditur yaitu pihak bank berkerjasama 

dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk 
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melakukan lelang yang di lakukan oleh KPKNL, setelah itu pihak kreditur 

yaitu pihak bank mengkonfirmasi atau memberitahukan kepada pihak debitur 

siapa pembeli barang jaminan debitur yang telah dilelang jika hal tersebut di 

inginkan oleh pihak debitur. 

 

  2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan Pola-pola penyelesaian kredit   

 macet yang dilakukan oleh PD.BPR BANK JOGJA adalah : 

         a.  faktor internal bank yang mengatur tentang perjanjian kredit yang di   

     pergunakan yaitu perjanjian dengan jaminan fidusia, gadai, dan jaminan  

     perorangan atau hak tanggungan. 

         b.   faktor hukum perdata, faktor ini di sebabkan karna Negara mempunyai  

      hukum yang mengikat dan perjanjian tentang kredit telah di atur dalam  

      Undang-undang dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 

         c.      faktor kesepakatan antara pihak debitur dan kreditur karna perjanjian lahir  

      dari kesepakatan jika ada kata sepakat maka perjanjian itu terjadi. 

 

B.SARAN 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut : 

1.Untuk perkreditan di Indonesia dibutuhkan Undang-undang yang khusus 

mengatur tentang perjanjian kredit dalam satu undang-undang saja, tidak di 
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gabung dari berbagai Undang-undang seperti undang-undang tentang 

perbankan, fidusia, dan hak gadai serta hak tanggungan yang diatur dalam 

Undang-undang yang khusus mengatur tentang jaminan-jaminan tersebut jadi 

kreditur bingung akan peraturan yang mengatur tentang kredit, jika di atur 

dalam satu undang-undang yang khusus mengatur tentang kredit kreditur akan 

mengerti tentang kredit dan tidak takut untuk melakukan kegiatan  kredit di 

bank  serta agar proses perkreditan tidak rumit dan penyelesaian kredit macet 

menjadi lebih mudah dalam perkreditan di Indonesia. 

2. dalam perjanjian kredit di perlukan adanya penjelasan secara publik dari pihak 

bank untuk masyarakat secara umum khususnya yang ingin mengetahui lebih 

dalam tentang kredit bank dan ingin melakukan kegiatan kredit, seperti yang 

telah dilakukan oleh PD.BPR BANK JOGJA agar masyarakat yang ingin 

melakukan kegiatan kredit tidak ada rasa takut dan merasa di rugikan. 

3. Bagi masyarakat jika ingin melakukan kegiatan kredit masyarakat harus 

meminta penjelasan dahulu tentang pola penyelesaian yang dilakukan oleh 

pihak bank selaku kreditur yang menyediakan kredit kepada masyarakat yang 

ingin meminta kredit padaa bank apakah sudah sesuai dengan perjanjian yang di 

perjanjikan dalam kredit oleh bank penyedia kredit itu sendiri ataukah tidak 

sesuai agar dalam melakukan kegiatan perkreditan tidak menimbulkan hal-hal 

yang tidak diinginkan atau juga tindak yang bertentangan dengan hukum. 
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